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.. 

3. Undang-Undang Nomor l? Talrun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembar an Negara Republik Indorieoia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 169, Tarnbahan 

l 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kcrupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Mengingat 

b. bahwa untuk maksud tersebu t diatas, perlu mcnetapkan Peraturan 
Bupati tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak 
Tetap di lingkungan Pernerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
Tahun 2013'. 

a. bahwa pelaksan aan perjalanan dinas jabatan yang dibiayai derigan 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah ;APBD) Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan 
memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah ; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

EUPATI LABUHANBATU SELA TAN, 
r> 

TENT ANG 
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT 

NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN 
?EMERINTAH KA.BUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2013 

PERA TURAN BUPA TI LABUHANBATU SELA TAN 
NOMOR 28.b TAHUN 2012 

BUPATJ LABUHANBATU SELATAN 
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11. Peraturan Pemerintah Nomcr 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyu su n an clan Pener apan Standar Pelayanan Mi n irn a l 
(Lembaran Negara Pcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor J :'iCl, 
Tarn bah an Lcrnbar an Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Per aturan Mentcri Kcuangan Ncmor 07 /PMK.05/2008 tcnt ang 
Perubahan Kedu a Atas Peratu r an Menteri Keu angan Nomor 
45/PMK.OS/2007 tcntang Perjalan an Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Da11. Pegawai Tid ak Tetap ; 

13. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah yang telah diubah dengan 
Pcra.tur an Mentcri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Peru bahan Kedua Arns Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 
Tahu n 2006 tentang Pedomaan Pengelolaan Keu angan Daerah ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyu su n an Anggaran Pendapatan dnn Belanja Daerah 
Tahun 2013; 

(Lembaran Negara Republik 
Tambahan Lembaran Negara 

Peraturan Perundang-undangan 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Republik Indonesia Nornor 5234); 

10. Peraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan 
Keu angan Daerah (Lembar an Negara Republik Indonesia Tab u n 
2005 Namur 140, Tambah an Lembaran Negara Re pu blik l n d o n c s i a 
Nornor 4578); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ceritang Pembentukan 

8. 

5. Undang-Undang Nomor 15 T'ah u n 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lcmbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Unrl.ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara P..epublik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keu angan an tara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); 

Uridang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Su m atera Utaru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, 
Tarnbahan Lernbarun Negara.Republik Indonesia Nomor 4846); 



Dalarn Pcratura.n Bupati ini yang dirnaksu d dcngan : 
I.. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wa.kil Bupati, Ketua, Wakil Ketu a dan Anggot.c.1 

OPRO Kabu paten Labuhanbatu Selatan. ; 
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) yang diangkat dengan surut kepu tu san dan bertugas di lirigk urigun 

Kabu paten Labu haribatu Sel ata n ; 
3. Pegawai Tid a k Tctap yang selanjutnya disebut Non PNS adalah pcgawai yang 

diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksariakan tugas perneriritahan d an 
pcmbangunan yang bcr sifat tekn is prolcsiorial clan admirristr as i se su ai clcng,111 
kcbu tuha.n d an kemarnpuan organisasi dalam kcrarigka sistcm kcpegawa.ian yang 
tidak berkeducluke n sebagai pegawai ncgcri; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

TAHUN ANGGAR.AN 2013. 
SELATAN LABTJHANBATU KABUPATEN PEMERINTAH 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN 
DIN.A:.S JABATAN DAI.AM NEGERI_BAGI PF.JAB.AT NEGARA, PEGAWAI 
NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGXUNGAN 

MEMUTUSK.AN : 

.15. Peraturan Daer ah Nomor 33 Tah u n 2011 ten tang Organisasi clan 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan 
Pcm akilan Rakyat Daer ah Kabu paten Labuhan batu Sela tan; 

16. Per atu ran Daer ah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi d a n 
Tata Kerja Din as-Dirias Daer ah Kabu paten Labuhanbatu Se lat a n; 

17. Pcraturan Dacrah Nomor 35 Tahun 2011 ten tang Organisasi dan 
Tata Kcrja Lembaga I'eknis Daerah Kabupatcn Labuha.nbatu 
Selatan ; 

18. Pcratur an Dacrah omor 36 Tahun 2011 ten tang Organisasi clan 
Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Labu hanbatu Selatan; 

19. Per aturan Daerah Nornor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindunga.n 
Masyarakat Daer ah Kabupaten Labu hanbatu Selatan; 

20. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 ten tang Organisasi clan 
Tata Kcrja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Sela tan; 

21. Pcratu ran Daer ah Nomor 40 Tahuri 2011 tentang Organisasi d an 
Tata Kcrja Sekretariat C cwan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil 
Republik Indonesia Kab.ipaten Labuhanbatu Selatan; 

22. Pcraturan Daerah Nomor 45 Tahun. 2011 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Kcu angan Daerah ; 
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(2) Dalam perjalanan dirias jabatan sebaga.man a dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 
b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Surnatera Utara· 

' c. Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Pasal 2 
( 1) Perjalanan din as jabatan merupakan perjalanan din as dari ternpat kedudukan ke 

tempat yang dituju dan kerr.bali ke ternpat kedudukan semula; 

BAB 11 
KEGIATAN PERJALANAN DINAS 

4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Perigguna Anggaran 
atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA yaitu yang bertanggung jawab 
atas pengelolaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
bersangkutan ; 

5. Pe.rjalan an Dinas Dalarn Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas ad a l ah 
perjalanan din as dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kernbali kc 
tempat kedudukan semula , perorangan maupun secara bersarna yang jaraknya 
sekurang-kurangnya 5(lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang 
dil aku kan dalarn wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara alas 
perintah pejabat yang berwenang; 

6. Perjalanan Dinas Dularn Daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah 
perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembaJi kc 
ternpat kcdudukan sernula , perorangan maupun secara bersama yang jaraknya 
sekurang-kurangnya S(lima) kilometer dari batas tempat kedudukan yang 
dilaku kan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepen tingan 
Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang; 

7. Perjalan an Dinas Khusus Dalam Kota selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah 
perjalan an din as dari tempat kedudukan kc tempat clituju untuk melaku kan 
kegiatan/ pckerjaan di lu ar kantor yang berkaitan pelaksanaan tugas 
kantor/instarsi dengan ketentu an masih dalam batas wilayah Kelurahan 
l(otapinang; 

8. Surat Perir.tah Perjalanan Dinas yang selanjutnyz, SPPD adalah surat perin tah 
kepada Pcjabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) d a n Pcgawai Tidak Te.tap u n tu k melakeariakan perjalanan dinas ; 

9. Lumpsum adalah uang yang dibayarka.n sekaligus untuk sernu a biaya; 
10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang 

sah.; 
11. Perhitu ngan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai 

kebutuhan riil berda sarkan ketentuan yang berlaku . 
12. Eselon adalah tingkat jabatan struktural ; 
13. Uang refrerisentatif adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan 

Pimpinan DPRD serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjala.nan dinas lu ar 
daerah sesu ai dcrigan Pcra tu r an Peruridang-Undangan yang berlaku 

14. Wilayah .Jabatan adalah wilayah kerja dalarn menjalankan tugas dalam hal ini 
Kabu patcn Labuhanbatu Selatan ; 

15. Tern pat Kedudukan adalah tempat/ kantor / satuan kerja berada ; 
16. Tempat Bertola1 . ..: adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat 

tujuan ; 
17. Tempat Tuju an adalah rernpat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas ; 
18. Benda.hara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan , membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
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Pejabat Negara, Pinroinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak 
Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalarn daeran , harus memperhatika.n dan 
melengkapi dokumen sebagai berikut : 

a. Surat Perintah Tugas diterbitkan dan ditandata.ngani oleh Kepala SKPD ; 

Pasal 5 
Perjalanan Din as Dalam Daerah 

BAB III 
DOKUMEN PER.JALANAN DIUAS 

( 1) Kegiatan perjalanan din as lu ur daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) 
huruf b dan c dilakukan dalam rangka: 
a. perjalan an dinas dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan ; 
b. koordinasi clan konsultasi ; 
c. pcrididikan clan pelatihan ( training) ; 
cl studi banding ; 
e. seminar/ lokakarya 1konferensi a tau sejenisnya ; 
f. promosi potensi daerah ; 
g. kerjasama daerah dengan p.hak lu ar ; 
h. kunjungan persa.habata.n/kcbudayaan; 
1. mcngh .. 1diri acar a yang dilaksariakan oleh Pemerintah Provin si dan atau acara 

yang bcrhubungan dcngan Pcrnerintah Kabu patcn ; 
J. Mengikuti Diklat formal kedinasan. 

(2) Perjalarian dinas jabatan sebagaiman dimaksucl pada ayat ( l) termasuk pula 
perj alanan yang clilakukan clalam hal : 
a. Menjemput/mengantarkan ke tempat pernakaman jenazah pejabat 

negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melak'ukan perjalanan 
clinas ; 

b. Menjemput/mengantarkan ke ternpat pemakaman jenazah pejabat 
negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat keduduka.n yang 
terakhir ke kota tempat pemakaman ; 

Pasal 4 
Perjalanan Dinas Luar Daerah 

(3) 

Kegiatan perjalanan din as dalam daerah sebagaimana dimaksu d pada ayat ( 1) 
dilakukan dalam rangka : 
a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaar, program / kegiatan, 
b. Kunjungan kerja. 
c. Koordin asi dan konsultasi. 
d. Menghadiri acar a yang dilaksa-vakan oleh Pernerintah Kabupaten maupun 

organisasi / yasasan / kepanitiaan . 
e. Perjalanan din as khusus dalam kota. 
Kegiatan jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk 
perjalanan clinas khu su s sebagaimanr dimaksucl pada ayat (2j huruf "e". 

(:2) 

Perjalanan clinas dalarn daerah sebagaimana dimaksucl pada pasal 2 ayat (2) huruf 
a, adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang clituju clan 
kembali ke tempat kedudukan se mu la , perorangan maupun secara ber sama yang 
jaraknya sekurang-kurangnya 5(lirna) kilometer dari batas tempat kedu du kan yang 
dilakukan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kepentingan 
Pemerintah Daerah atas perintah pejabat yang berwenang ; 

( 1) 

Pasal 3 
Perjalanan Dinas Dalam Daera b 



- 6 - 

(3) Biaya pcrjalanan dinas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), digolongka.n dalarn 5 
(lima) tingkatan yaitu : 
a. Tingkat. I untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD ; 
b. Tingkat JI untuk Pejabat Eselon II (A/BJ dan Anggota DPRD ; 
c. Tingkat Ill untuk Pejabat Eselon III (A/B) /Golorigan IV ; 
d. Tingkat IV untuk Pejabat Eselon IV (A/8) / Golongan III ; 
e. Tingkal V untuk PNS Golongan II ; 
f. Tingkat VI untuk PNS Golongan I. 

dalam Pasal 4 ayat (2), sclain 
( 1) juga diberikan biaya 

Pasal 7 
( 1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayai ( l) 

terdiri dari : 
a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal; 
b. Biaya transport; 
c. Biaya penginapan ; 
d. Uang rcpresentatif. 

Khu su s untuk keperluan scbagaimana nirnaksud 
biaya scbagairnana dimaksu d pada ayat 
menjemput/mengantar jenazah . terdiri : 
a. Biaya Pemetian ; 
b. Biaya Angkutan .Jeriazah. 

(2) 

BAB III 
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN 

(2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangaui oleh : 
a. Kepala SKPD atas namanya dirinya sendiri dalam hr-l pejabat tersebut 

merupakan pejabat tertinggi di SKPD yang bersangkutan ; 
b. Kepala SKPD untuk pegawai dilingkungan SKPD yang bersangkutan. 

( 1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai 
Tid ak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu 
memperhatikan dan melengkapi dokurnen sebagai berikut: · 
a. Bagi Kcpala IJaerah/WRkil KepaJa Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang 

melaksanakan perjalanan dinas, surat perintah tugas ditandatangani oleh 
Kepala SKPD ; 

b. Bagi Kepala SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas , surat perintah tugas 
di tandatangani oleh atasan Kepala SKPD ; 

c. Bagi pejabat eselon III, IV dan staf Jilingkungan SKPD yang melaksanakan 
perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi, surat perintah tugas 
ditandatangani oleh Kepala SKPD. 

d. Dalam hal pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah 
luar provinsi, harus terlebih dahulu rnendapat surat perintah tugas dari atasan 
kepala SKPD. . 

Pasal 6 
Perjalanan Dinas Luar Daerah 

b. Setclah mendapat persetuju an, kepala SKPD merierbitkan SPPD dilingkungan 
SKPD yang bersangkutan ; 

c. Bagi SKPD yang mempunyai unit kerja / UPT, maka Kepala Unit Kerja / UPT 
dapat merierbitkan SPPD dilingkungan SKPD yang bersangkutan ; 

d. Untuk perjalanan dinas peiaksanaan program/kegiatan yang melibatkan 
pegawai diluar lingkungan SKPDnya, maka SPPD dapat diterbitkan pada SKPD 
pelaksana program kegiatan. 
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( l) Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagairriana 
dimaksud d alarn Pasal 7 ayat ( l) huruf b dan biaya angkutan jcn aza h 
seb agairnan a dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibayarkan se su ai dengan 
biaya Riil ; 

(2) Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagairnana 
dirriaksu d pada ayat (1) diatas , dapat dibayarkan dengan ketcntuan scbagai 
berikut : 

Pasal 11 

Uang harian dan uang penginapan dalam rangka perjalanan dinar jabatan, sorta biaya 
pemetian jen azah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) huruf a, dibayarkan 
secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. 

Pasal 10 

Pejabat Negara. Pege.wai Negeri Sipil dan Pegawa.i Tidak Tetap d apat melaksanakan 
perjalanar, dinas yang kegiatannya berlanjut dengan kegiatan lainnya. dengan 
ketentuan kegiatan yang sebelumnya telah selesai dilaksanakan . 

(2) 

( lJ Pejabat Negara, Pcgawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima 
biaya perjalanan dinas jabatan rangkap ( dua kali atau lebih ) untuk perjalanan 
dinas yang dilakukan dalarnwaktu yang sama ; 

Pasa1 9 

mcngelu arkan SPPD beraangkutan ; 
(2) Pejabat yang berwenang mernberi perinlah perjalanan dirias agar memperhatikan 

ketcrsediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam 
anggaran SKPD berkenaan. 

perjalanan dinas jabatan dibebankan kepada anggaran SKPD yang Bia ya {l) 

Pasal 8 

(5) Biaya pcrjalarian dinas sebaga.imana dimaksud pada ayat ( 1) dan (2) diberikan 
Beridaharawan Pcngeluaran SKPD sesuai dengan hari yang diguna.kan dan 
ditetapkan dalarn SPPD berdasarkan tingkat perjalanan din as sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dengan perigaturun sebagai berikut: 
a. TJang h arian yang meliputi uang makan , u ang saku dan transport lokal 

scbagaiman a tercantum pada Lampiran I; 
b. Biaya penginapan sebaga.ima.na tercantum pada Lampiran I; 
c. Biaya transport sebagairnana tercantum pada Lampiran I; 
d. Uang refresentatif sebagaimana tercantum pada Lampiran I; 
e. Biaya Pernctian dan Angkutan Jenazah, terrnasuk yang berhubungan dengan 

pcngurus .Jen azah , sebagaimana tercanturr. pada Lampiran II 

(4) Dalarn hal pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan din as untu k 
kepentingan pernerintah daerah, biaya perjalanan dinas digolongkan kepada 2(dua) 
tingkatan , yaitu : 
a. Tirigkat I untuk pendidikan Sarjana / Diploma pada saa t diangkat sebagai 

pegawai tidak tetap disetarakan dengan Golongan II ; dan 
b. Tingkat II untuk perididikan SMA/SMP /SD pada saat diangkat sebagai pegawai 

tidak tetap disetarakan dengan Golongan I . 
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( 1) Perjalana.n din as dila.kukan berdasarka.n SPPD yang diterbitka.n oleh Pejabat yang 
berweriang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran III; 

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perja.la.nan dinas 
yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaa.n ; 

(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD, sekaligus meriets.pkan tingkat 
golongan perja.lana.n dinas clan alat transport yang diguna.ka.n untuk melaksanaka.n 
perja.la.nan yang bersa.ngkuta.n dengan memperhatika.n kepentinga.n serta tujuan 
perjalanan dinas tersebut. 

Pasal 15 

BAB lV 
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pegawai Neger. Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas 
keluar daerah dalarr. hal mendesak /khusus, seperti dalarn hal tcnaga teknis tidak 
diperoleh di tempat yang bersangkutan. 

Pasal 14 

( 1) Bia ya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelurn perjalanan dinas jabatan 
dila.ksana.kan ; 

(2) Dalarn hal perjalanan dinas jabatan h aru s segera dila.ksanakan, sementara biaya 
perjalana.n dinas belum dapat dibayarkan, ruaka biaya perjala.nan dinas dapat 
dibayarkan setelah perja.lanan dinas selesai. 

Pasal 13 

Uang representatif perjalarian dinas diberikan kepada Bu pati , Wa.kil Bupati, Pirnpin an 
DPRD serta Pejabat Eselon Il dan Anggota DPRD yang melaksa.na.kan perjalana.n dinas 
luar daerah sesuai dengan j .irnlah hari yang diguna.kan dalarn mela.ksana.kan perjalanan 
dinas. 

Pasal 12 

a. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang pertarna dibayarkan biaya riil dari 
tempat kedudukan ke tempat yang dituju. 

b. Biaya transport untuk perjalanan dinas yang berkelanjutan yang tempat 
tujuannya berada pada kota yang sarna, maka biaya transport perjalanan dinas 
yang dapat ditanggung adalah biaya riil dari tempat kedudukan ke tempat 
y::.rng dituju dan biaya transport kembali ke tcmpat kedudukan semula; clan 

c. Biaya transport u ntuk perjalanan dinas yang berkelanjutan yang tempat 
tujuannya berbeda kota dengan perjalanan dinas pertarna, ma.ka biaya 
transport perjala.nan dinas yang dapat ditanggung adalah biaya riil dari tempat 
kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas pertama dan biaya transport 
dari tempat kedudukan perjalanan dinas pertarna sampai ke tujuan perjalana.n 
dinas berikutnya serta biaya transport kembali ke tempat kedudukan serrrula. 
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Pasal 20 

( 1) Biaya transport Pejabat Negara / Pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap dalam 
melaksanakan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang 
dikeluarkan berdasarkan bukti perigeluaran yang sah ; 

(2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) teidiri dari : 

Biaya transport pegawai scbagairnana d.maksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, 
merupakan biaya yang diperlukan untuk : 
a. Biaya perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara,' 

pelabuhan keberangkatan sampai ke tempat tujuan pergi pulang (PP). 
b. Pengeluaran retribusi yang dipungut dalam rangka keberangkatan / kepulangan di 

terminal bis I stasiun / bandara / pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat. 

Pasal 19 

( 1) Uang harian diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai negeri yang melakukan 
perjalanan dinas sesuai dengan hari yang digur.akan dan dite capkan dalam SPPD ; 

(2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan 
tambahan uang harian dan biaya periginapan sepanjang keleoihan tersebut bu k an 
discbabkan kesalahan/kelaJaian pcj abat negara/pegawai ncger: y,rng 
bersangku tan · 

/ ' 
/ (3J./ Dalam ha! biaya transport melebihi biaya yang anggarkan , pejabat yang 
' .· 
'~'° berwenang dapat mempert.imbangkan tambahan uang transport sepanjang 

kelebihan terscbut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat 
negara/ pegawai negeri yang bersangkutan ; 

(4) Dalarn h;.11 ju mlah h ari perjalanan dinas ter nyatr. kurang dari jumlah yang 
ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negcri yang bersangkutan 
wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah 
diterimanya. 

Pasa; 18 

(1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen 
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang telah diterimanya. 

(2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari: 
a. Dokumen pertanggungjawaban SPPD yang telah divalidasi oleh pejabat yang 

berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas ; 
b. Ookumen pertanggungjawaban biaya transport; dan 
c. Membuat laporan perjalanan dinas. 

Pasal 17 

Pasal 16 

( 1) Perkiraan besarnya jum lah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya 
perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Larnpiran IV Peraturan Bupati ini; 

(2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan mcmpedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (5). 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu 
Selatan Nomor OR Tahun 2012 ten tang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai legeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 
Perr.erintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2012 dinyatakar, dicabut 
dan tidak berlaku lagi. 

BABV 
LAIN - LAIN 

Pasal 23 

( l) Pejabat berwenang wajib mernbatasi pelaksanaan perjalanan din as untuk ha! - haJ 
yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan 
dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. 

(2) Pejabat yang berwenang dan pejabat Zpegawai yang melakukan perjalanan dir.as 
bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam 
hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud. 

r-. 1 (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dikenakan tindakan berupa: 
a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 
b. Hukuman administratif dan tindakan - tindakan lainnya menurut ketentuan 

yang berlaku. 

Pasal 22 

(2) Bagi Pejabat Negara / Pegawai negeri yang melakukan perjalanan untuk mengikuti 
So sialisasi, Birnbirigan Teknis dan sejenisnya yang penginapan ditanggung oleh 
pih ak panitia/penyelenggara, maka biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada 
pasaJ 7 ayat (5) huruf' b' tidak dibenkan kepada yang ber sangku tan. 

Pasal 21 

a. Tiket transportasi dari tempat kedudukan kt> terminal bis / stasiun / bandara I 
pelabuhan pergi pulang ; 

b. Tiket transportasi dari terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan keternpat 
tujuan pergi pulang ; 

c. Tiket bis, tiket kereta api, tiket kapal Jaut, tiket taxi, tiket pesawat yang dilampiri 
boarding pass dan airport tax ; 

d. Dalarn hal Pejabat Negara / Pegawai negeri sipil yang melakukan perjalanan 
dinas menggunakan kenderaan dinas jabatan / operasional, maka bukti 
pengeluaran yang sah se oagai biaya transport dapat berdasarkan bon pembehan 
Bah an Bakar Minyak dari SPBU, dengan ketentuan tidak melampaui jumlah 
biaya transport. 

(3) Dalam haJ tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / 
bandara / pelabuhan ke tempat.tujuan pergi pulang serta bukti pernbayaran moda 
transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara / Pegawai negeri yang 
melaku kan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan 
untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran / Kuasa 
Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas 
pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. 
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BER!TA DAERAH K/\BlJPATEN LABUHANBATU SJ<.:i,ATAN TAHUN 2012 NOMOR 

SELATAN, 

Diundangkan di Kotapinang 
pad a Langgal 17 Oe-san~ 2012 

r> 
I 

Peratu r an Bupati ini berluku sejak tanggaJ ditctapkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 



UANG UANG UANG UANG 
NO. JA8ATAN/GOLONGAN HARIAN PEtJGINAPAN TRANSPORT(PP) REFRESENTATIF 

(Rp.) /HARi (Rp.) (Rp). 
I. L.. ,.) ' .·., ' '+ .. . . . :v. : '·.::,,c - • < 

1. Bupati I Wakil Bupati dan 
500.000 800.000 1.350.000 200.000 Pimpinan OPRO 

2. Anggota DPRO 400.000 650.000 500.000 100.000 
3. Eselon II (A/8) 400.000 650.000 750.000 100.000 
4 Eselon Ill (A/Bi I Gol. IV 350 00(, 4ti0.000 300.000 0 
5. Eselon IV (A'B) I Gol. Ill. 300.000 350.000 300.000 0 
6. Golongan II 250.000 250.000 300.000 0 
7. Golonqan I. 200 000 250.000 300.000 0 

8.2. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, UANG PENGINAPAN DAN UANG REFRESENTATIF 
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA ( JARAK TEMPUH 
DIATAS 175 km I MENGINAP ). 

UANG HARIAN UANG UANG 
NO. JABATAN/GOLONGAN 

(Rp.) TRANSPORT(PP) REFRESENTATIF 
(Rp.) (Rp). 

l. '/.. <"·' •. · ...• ;j ." ~:: . .. ··.;,::\); ,:4:'." .; .. b. 

1. 
Bupati I Wakil Bupati dan 400.000 350.000 200.000 Pimpinan DPRD 

2 Eselon II (A/8) dan Anggota I 300.000 200.000 100.000 OPRO 

3. Eselon Ill (A/8) I Gol. IV. 200.000 200.000 0 
4 Eselon IV (A/8) I Gol. Ill. 175.000 200.000 0 
5. Gulongan II 150.000 200.000 0 
6. Colonqan ! I 100 000 200.800 0 L. 

8.1. UANG HARIAN ,UANG TRANSPORT DAN UANG REFRESENTATIF PERJALANAN DINAS LUAR 
DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA ( JARAK TEMPUH SID 175 km I 
:-'ELAKSANAAN KEGIATAN 1(SATU) HARi I TIDAK MENGINAP ). 

35.000 G. Golongan I . 
50.000 I 

4. Eselon IV (A/8) I Gol. Ill. 

100.000 2. Eselon II I Kepala SKPD 

NO. 

80.000 
~~~~~~~~~~-t-~~~~~ 

60.000 
3. Eselon Ill (A/8) I Gol. IV. 

UANG HARIAN (Rp.) GO LONGAN 

5. Golongan 11. 

A1. UANG HARIAN_ PERJALANAN DINAS KHUSUS DALAM RANGKA PENGAWASAN DALAM 
DAERAH KA8UPATF.:N LA8UHAN8ATU SELATAN (DALAM KOTA) 

NO. GOLONGAN llANG HARIAN 
'. /i.. ... . ·:/·: .::'.:,};,:-·:-~:?},{..>". ·1 .• :, 2'/~\.:··,,;:,;_;.tii".+i ~(/·>'.S.'/,:· ·. :t~-·' " . 1. ·:: .. '' .. ,··.' .,,.·. '.,.·, 

' ·.· 

1 Bupati I Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD 300.000,- 

2. Eselon II (A/8) dan Anqqota DPRD 200 000,- 

3 Eselon Ill (A/8) I Gol. IV. 140.000,- 

4. Eselon IV (A/8) I Gol. Ill. 100.000,- 

5. Golongan II. 80.000,- 

6. Golongan I. 70.000,- 

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERI--\H KABUPATEN LABUHANBATU 
SELA TAN. 

Peraturan Bupati LaLuhanbatu Selatan 
Nomor ?-9. b 1&\0MI\, 'd-Ol'J. · 
Tanggal • \7 ~<..ff\~ef 9-0\'J. · 

Lampiran I 



*) Catatar : a. Wilayah Barat 
b. Wilayah Tengah 
c. Wilayah Timur 

UANG llANG • UANG UANG 
NO. JABAT~N/GOLONGAN HARIAN PF:NGINAPAf\ TRANSPORT(PP) REF RESENT ATIF 

\Rp.} /HARi (Rp.) (Rp). 
r+r. L.. - .5. 4. ' ·' '··b;· 0 . 

Bupati I Wakil Bupati dan r Pimpinan DPRD ( Wileyah 800.CJOO 1.100.000 5.000.000 .200 000 
Baral) 
Bupati I Wakil Bupat, can 
Pimpinan DPRD ( Wilayah 800.000 1.100.000 6.0G0.000 200.000 
Tengah) 
Bupati I Wakil Bupati dan 
Pimpinan DPRD ( Wilayah 800.000 1.100.000 8.000.000 W0.000 
Timur) 

II. 
Eselon 11 (A/B) dan Anggota 

650.000 150.00() 3.500.000 100.000 
I 

DPRD (Wilayah Baral ) 

Eselon II (A/8) dan Anggota 
650.000 750.000 4.500.000 100.000 DPRD ( Wilayah Tengah) 

Eselon II (A/B) dan Anggota 
650.000 750.000 6.000.000 100.000 DPRO ( Wilayah Timur) 

Ill. Eselon Ill (A/8) I Gol. IV. 500.000 650.000 3.500.000 0 
,____ [_(yyilavah Barat \ 

Eselon Ill (A/8) I Gol. IV 500.000 650.000 4.500.000 0 IWilavah Tenaah ) 
Eselon Ill (A/B) I Gol. IV. 

__ ._ 

IWilavah Tirnur ) 500.000 650.000 6.000.000 0 

IV, Eselon IV (A/B) I Gol. 111. 
·100.000 5GO.OOO 3.500.000 0 (Wilayah Barnt ) 

Eselon IV (A/8) I Gol. Ill. 
400.000 500.000 4.500.000 0 (Wilayah Tengah) 

Eselon IV (A/8) I Gol. 111. 
---- 

(Wilayah Timur ) 400.000 500.000 6.000.000 0 

v Golongan 11.(VVilayah Baral) 350.000 35') 000 3.500.000 0 

Gclongan 11.(Wilayah Tengah) 350.000 350.000 4.500.000 0 

Golongan li.(Wilayah Timur) 350.000 3:50.000 6.000.00J 0 
VI. Golongan I .(VlilayrJh Baral). 300.000 300.000 3.500.000 0 

Golongan I .(Wilayah Tengah) 300.000 300.000 4.508.000 0 
Golongan I .(Wilayah Timur). 300.000 300.000 6.000.000 0 - 

C.1. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, LJANG Pl:NGINAPAN DAN UANG REFR.ESENTATIF 
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAI~ LUAR PROPINSI SUMATERA UTARA 

I UANG UANG UANG UANG 
NO. JABATAN I GOLONGAN HARIAN PENGINAPAN TRANSPORT(PP) REFRESENTATIF 

(Rp.) /HARi (Rp.) (Rp). 
1. L.. . v. . J . -· ·:::,-4_.,· _~_,,.:.,/ >>\·t;:.:_ ::-.t.,·.o·!··:. : "' "b. · .. ~- . 

1. 
Bupati I Wakil Bupati dan 

500.000 900.000 2.500.000 200.000 
Pimpinan DPRD 

2. 
Eselon II (A/8) dan Anggota 400.000 650.000 2.500.000 100.000 
OPRD 

3. Eselon Ill (A/8) I Gol. IV. 350.0CO 450.000 2.500.000 0 

4. Eselon IV (A/8) I Gol. Ill. 300.000 350.000 2.500.000 0 

5. Golonqan II. 250.000 250.000 2.500.000 0 

6. Golongan I . 200.000 250.000 2.500.000 0 

8.3. UANG HARIAN, UANG TRANSPORT, LIANG PENGINAPAN DAN UANG REFRESENTATIF 
PERJALANAN DI\.JAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA UTARA ( KHUSUS 
KABUPATEN NIAS ). 


